
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi 
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TUGAS DAN FUNGSI 

\ 

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana 

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman 

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana 

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman 

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan 

dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; 

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi 

sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman 

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana 

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman 

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Permukiman 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal 
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TUGAS 
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan 
dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman. 
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STRUKTUR 
ORGANISASI 

Dit. 

Pembangunan 
Permukiman 
Transmigrasi 

Subdit Penyiapan 
dan Evaluasi Lahan 

Permukiman 

Seksi Penyiapan 
Lahan 

Seksi Evaluasi 
Penyiapan Lahan 

Subdit Penyiapan 
dan Evaluasi 

Sarana 
Permukiman 

Seksi Penyiapan 
Sarana 

Seksi Evaluasi 
Penyiapan Sarana 

Subdit Penyiapan 
dan Evaluasi 
Prasarana 

Permukiman 

Seksi Penyiapan 
Prasarana 

Seksi Evaluasi 
Penyiapan Prasana 

Subdit Kelayakan 
Permukiman 

Seksi Evaluasi 
Kelayakan 

Seksi Perwujudan 
Ruang 

Subbagian Tata 
Usaha 
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BISNIS PROSES L2 
DIT. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 



• 26 Lokasi dengan 1.330 Unit 
Rtjk 

• Tersebar di 25 Satker 
Kabupaten, 14 Provinsi 

Lokasi dengan 
Program 

Penempatan 

• Target 1.330 Unit Rtjk 

• Tersebar di 35 Lokasi, 34 
Satker Kabupaten di 16 
Provinsi 

Lokasi Dengan 
Program 

Infrastruktur 
dan 

Pemenuhan 
Paket Fasum 
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LOKASI KEGIATAN 
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 2020 



26 

Unit 

1.322 Unit 

APBN  

Rp. 8.238.600.000 Rp. 26.087.451.200 

Rp. 6.902.325.000 

Rp. 20.630.899.000 Rp. 13.528.883.135 

Rp. 95.723.535.000 

6 PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 
TRANSMIGRASI TAHUN 2020 

Rp. 19.326.356.000 

PUSAT 

Rp. 186.571.670.000  

DAERAH 



 

 

 

 

 

 

7 JADWAL PERCEPATAN PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020 
 

   Bantek Monev Pelaksanaan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi 

  Bantek  Monev Bidang  

PPT  Dalam Rangka 

Persiapan Kontrak Kerja 

Pembangunan 

Permukiman 

Transmigrasi 

JAN FEB MRT APRL MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 
PELAKSANAAN LELANG TA. 
2020 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  
TA. 2020 

PEMBAHASAN ANGGARAN TA.2021 DIPA TA. 
2021 
TURUN 

PENYERAHAN DIPA TA. 
2021 DAN PERSIAPAN 
DOKUMEN LELANG 
2021 

   Bantek Monev Bidang Ppt Dalam 

Rangka Persiapan  Program Kebutuhan  

Pembangunan Permukiman Transmigrasi 

   Bantek Monev Bidang Ppt 

Dalam Rangka Persiapan 

Dokumen Lelang Terkait Gambar/ 

Ded Dan  Spesifikasi  Teknis 

Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi 

Batas akhir kontrak  

PPT 31 maret 

Penempatan 

Transmigran  TA. 2020 Bimtek Waspang 

Batas akhir penyelesaian 

kegiatan  PPT 31 Agustus 

Penyerahan ABD 

kepada Dit PPT 

Jika tidak menyerahkan ABD 

maka DIPA tahun 2021 akan 

ditunda 

Catatan: 

Å UU No.18 Tahun 1999 diperharui dengan UU No. 2 Tahun 2017  tentang Jasa Konstruksi 

Å Pepres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 58 (2) 

Å Permen PU No. 7 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa 

Konsultasi 

Kontraktor harus membuat Shop 

Drawing dan ABD 



Pengecekan Patok Titik Nol (BM-0) untuk SP-Baru dan batas awal pembukaan lahan dari tahun sebelumnya untuk 
SDT, PPK bersama- sama dengan pihak ketiga, tokoh masyarakat, Kepala desa dan Camat 

Pemaketan Pekerjaan, tidak boleh melakukan pemecahan paket sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 
Tahun 2018 sehingga harus dibuat dalam 2 dokumen terpisah yaitu: (1) paket kontrak fisik ; (2) paket kontrak 
supervisi; 

Sebelum pelaksanaan wajib membuat gambar kerja (shop drawing) yang akan digunakan sebagai acuan 
pelaksanaan pekerjaan 

Setelah selesai pekerjaan konstruksi, wajib membuat Gambar As Built Drawing (ABD) dan gambar site 
plan/rencana tapak terbangun yang dimuat dalam dukumen dan merupakan bagian dari laporan  akhir 
kontraktor yang disahkan supervisi; 

Wajib menyerahkan dokumen Ke Direktorat PPT: (1) Berita acara pengecekan BM-0 untuk SP- Baru (PTB) dan Berita 
acara pengecekan titik awal  pembangunan yang mengacu pada batas akhir pembukaan lahan, dari tahun 
sebelumnya, berdasarkan peta perwujudan ruang paling lambat sebelum kontrak fisik dilaksanakan; (2) peta 
perwujudan ruang dan gambar ABD paling lambat setelah pekerjaan fisik selesai;  
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KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 
TRANSMIGRASI 
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PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT (1/2) 

Penyiapan dan Evaluasi Lahan 

Å Hasil pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan 

(TTP, PKB, TKB) di lapangan seringkali tidak 

memenuhi standar minimal tingkat kebersihan. 

Å Kegiatan PKB dilaksanakan oleh masyarakat 

transmigran. 

Å Memberikan bantuan teknis pelaksanaan penyiapan 

lahan kepada Satker Daerah (PPK), supervisi dan 

pelaksana di daerah; 

Å PPK melakukan pengendalian kegiatan sesuai 

dengan dokumen kontrak. 

Penyiapan dan Evaluasi Prasarana 

Å Pengaruh cuaca saat pelakasanaan pembangunan 

prasarana (hujan) 

Å Sulitnya ketersediaan kayu dalam pembangunan 

jembatan 

Å Pelaksana dan Supervisi kurang cakap dalam 

manajemen kontruksi pada pekerjaan jalan dan 

jembatan 

Å Pada pembangunan jalan di lahan basah masih 

berupa pembentukan badan jalan ( jalan tanah) 

dikarenakan menunggu konsolidasi tanah  

Å Penggunaan terpal saat hujan; 

Å Penggunaan material alternatif (Material Baja dan 

Beton Bertulang); 

Å Rutin melaksanakan bimbingan teknis kepada para 

pelaksana dan supervisi; 

Å Penggunaan material alternative dengan menggunakan 

metode Geosintetik dll. 

1 2 

Tindak Lanjut 

Tindak Lanjut 
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PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT (2/2) 

Penyiapan dan Evaluasi Sarana 

Å Sulitnya Ketersediaan Kayu 

Å Pengaruh Alam saat Pelaksanaan Pembangunan 

Sarana (hujan) 

Å Sumber Air Bersih untuk Sarana Air Bersih (SAB) 

Å Kualitas Pekerjaan yang masih rendah (pembuatan 

kuda-kuda, kolom, dan dinding yang tidak sesuai 

kaidah 

Å Penggunaan materian alternatif (Beton, Baja Ringan, dll; 

Å Penggunaan terpal saat hujan; 

Å Penentuan sumber air bersih dengan debit yang 

memenuhi dalam penyusunan DED; 

Å Pemberian Bantuan Teknis di awal Pekerjaan (sebelum 

kontrak). 

Kelayakan Permukiman 

Å Kontraktor tidak membuat As Built Drawing (ABD) 

Å Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan kebijakan 

Dit. PPT (tidak selesai pada 31 Agustus) sehingga 

Penilaian Kelayakan Permukiman Transmigrasi 

tertunda 

 

Å Dalam kontrak pekerjaan mewajibkan penyusunan ABD 

setelah pekerjaan fisik selesai (sesuai UU Jasa 

Konstruksi); 

Å Dit. PPT melakukan penilaian kelayakan satuan 

permukiman transmigrasi sebelum pekerjaan fisik 

dilapangan selesai, agar rambu-rambu pengawasan dapat 

berjalan sebelum Dinas Provinsi turunkan Tim Layak Huni; 

Å Satker Daerah Provinsi mempertimbangkan hasil penilaian 

kelayakan satuan permukiman transmigrasi Dit. PPT agar 

transmigran mendapatkan haknya yaitu permukiman yang 

3L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang). 

3 4 

Tindak Lanjut Tindak Lanjut 
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LANGKAH-LANGKAH / STRATEGI 
(PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN) 

Menyiapkan dukungan Administrasi (Terkait SK KPA, PPK dan Bendahara) untuk keperluan 
Tender.  

Melakukan pencermatan DIPA/POK terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan 
permukiman transmigrasi. Dan apabila terdapat ketidakseseuaian segera menyampaikan Ke Pusat 
untuk dilakukan perubahan- perubahan baik revisi POK ataupun Revisi DIPA atas dasar persetujuan 
direktorat teknis dan dilanjutkan  proses administrasinya oleh bagian sekretariat. 

Mempercepat proses tender pada kegiatan yang tidak direvisi, melalui tender pra DIPA/ pra 
Revisi. 

Melakukan Koordinasi/ komunikasi yang efektif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
bidang ketranmigrasian melalui telepon, Whatsapp, email dan rapat-rapat pengendalian 
(Adanya sikap KOOPERATIF antara OPD dengan PUSAT). 

Mengirimkan tim kelapangan untuk memberikan Bantek/Bimtek dan Monev dalam 
pemecahan permasalahan untuk segera ditemukan solusi 

Yang terpenting: 
1. Kontrak Supervisi 

dilaksanakan 

mendahului 

kontrak fisik, DAN 

berakhir setelah 

kontrak fisik 

selesai, alasannya 

memastikan lokasi 

tersebut sudah 

sesuai dengan 

dokumen RTSP dan 

RTJ 

 

2. Kontrak Fisik WAJIB 

Membuat  As Built 
Drawing (ABD)  

 



TERIMA KASIH  
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